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PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO 
 

SALINAN                     PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

NOMOR 2 TAHUN  2010 

TENTANG 

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA PROBOLINGGO 

TAHUN 2009-2028 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Probolinggo dengan 

memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, 

seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang  Wilayah ; 

b. bahwa  dalam  rangka  mewujudkan  keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah 

dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi 

pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha ; 

c. bahwa berdasarkan evaluasi Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 27 Tahun 

2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2000-2010 

sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan penataan ruang sehingga perlu 

diganti dengan peraturan daerah yang baru ; 

d. bahwa perubahan sistem pemerintahan sangat berpengaruh terhadap sistem 

penataan ruang wilayah ; 

e. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW 

Nasional, maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang Wilayah 

Nasional dan Propinsi Jawa Timur perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Probolinggo ; 

f. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo bersama Walikota 

Probolinggo telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 sesuai 

dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/31.K/KPTS/013/2010 tentang 

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 ; 



2 

g. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilakukan agar 

tercipta kesinambungan penataan ruang di wilayah Provinsi Jawa Timur sehingga 

tercapai harmonisasi yang kongrit antara penataan ruang wilayah Provinsi dan juga 

Nasional ; 

h. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d, e, f 

dan g Konsideran ini, maka perlu menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 

Probolinggo dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara 

Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) ; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok 

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ; 

3. Undang-Undang 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3317) ; 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam 

Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ; 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) ; 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3647) ; 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ; 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3881) ; 

9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 

tentang Kehutanan Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4401) ; 
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10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4045) ; 

11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4152) ; 

12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4169) ; 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4247) ; 

14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4377) ; 

15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4389) ; 

16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4433) ; 

18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4844) ; 

19. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4444) ; 

20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ; 

21. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4722) ; 
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22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran 

Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan  Lembaran Negara Nomor 4725 ) ; 

23. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan 

Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan  

Lembaran Negara Nomor 4739) ; 

24. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4850) ; 

25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4851) ; 

26. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) ; 

27. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966) ; 

28. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955) ; 

29. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5052) ; 

30. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ; 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294) ; 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi 

Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ; 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Dan Lalu Lintas 

Jalan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ; 

34. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan 

Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan 

Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104) ; 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan 

Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747) ; 
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36. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam 

dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3776) ; 

37. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ; 

38. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta 

Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3934) ; 

39. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas 

Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106) ; 

40. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4242) ; 

41. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ; 

42. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4453) ; 

43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4489) ; 

44. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655) ;  

45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4624) ; 

46. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4653) ;  

47. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik 


